BAB IlI

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PARTAI MASYUMI

A. Latar belakang berdirinya Partai Masyumi

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Kongres
Umat Islam Indonesia di gedung Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta,
pada tanggal 1-2 Dzulhijjah 1364 bertepatan dengan 7-8 November 1945,
memutuskan untuk mendirikan Partai Masyumi. Menurut Dr. Abu Hanifah, seperti
diceritakan oleh Soebagijo Ilham Notodidjojo, pada Kongres Umat Islam Indonesia
di gedung Madrasah Muallimin Muhammadiyah mengusulkan nama untuk partai
politik yang akan dibentuk, “Partai Rakyat Muslimin”, sebagaimana di Belanda ada
Partai Rakyat Katolik bernama Katholieke Volksparty (KVVP). Usul dari Dr. Abu
Hanifah itu tidak disetujui." Menurut Harjono nama Masyumi dianggap sudah tenar.
Maka ditetapkanlah nama partai yang dibentuk partai Islam Masyumi. Tapi bukan
lagi singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia seperti di zaman Jepang.2

Keputusan membentuk Masyumi oleh sejumlah tokoh Islam diantaranya:
H.Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, dan

Prawoto Mangkusasmito tidak sekedar keputusan tokoh-tokoh tersebut, tetapi

! Deliar Noer. Partai Islam Di Pentas Nasional Kisah dan Analisis Perkembangan Politis
Indonesia 1945-1965, Cet. Ke-2, (Bandung: Mizan, 2000), p.250.

2 Menurut Harjono, nama yang diusulkan ialah Masyumi dan Partai Rakyat Islam. Ketika
Masyumi disetujui sebagai nama partai, ditegaskan bahwa nama itu bukan lagi singkatan dari Majelis
Syuro Muslimin Indonesia seperti pada Masyumi zaman Jepang, melainkan sebagai kata benda (isim).
Lihat Remy Madinier, Partai Masyumi Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integal,Cet 1, (Jakarta:
Mizan Media Utama, Agustus 2013), p.53.
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keputusan dari seluruh umat Islam melalui utusan wakil-wakil mereka. Apabila
Masyumi dilihat dari susunan kepengurusannya, yang mencerminkan wakil-wakil
sejumlah partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam seperti halnya Prawoto
Mangkusasmito duduk dalam Pimpinan Pusat Partai Masyumi, semenjak partai ini
didirikan dengan ikrar umat Islam Indonesia sebagai satu-satunya alat perjuangan
Umat Islam Indonesia, yaitu sebagai Sekretaris Il pengurus besar. Susunan lengkap
kepengurusan Partai Masyumi pada saat didirikan ialah sebagai berikut:®
A. Majelis Syuro (Dewan Partai)

1. K.H. Hasjim Asj’ari, Ketua Umum,

2. Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muda I,

3. K.H. Ahmad Wahid Hasjim, Ketua Muda I,

4. Mr. Kasman Singodimedjo, Ketua Muda I11.

Anggota-anggota:
1. R.H. Mohammad. Adnan,

2. H. Agus Salim,

3. K.H. Abdul Wahab,

4. K.H. Abdul Halim,

5. K.H. Sanusi,

6. Djamil Djambek,

7. Dan beberapa Kiai serta pemuka-pemuka Islam lainnya.

B. Pengurus Besar

% Hakiem, Alam Fikiran dan Jejak Perjuanganrawoto....., p.54.



5.

6.

Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Ketua,
Abikusno Tjokrosujoso, Ketua Muda I,
Wali Alfatah, Ketua Muda I1,

Harsono Tjokroaminoto, Sekretaris I,

Prawoto Mangkusasmito, Sekretaris |1,

Mr. Raden Ahmad Kasmat, Bendahara.

C. Pimpinan Bagian

a. Bagian Penerangan: Wali Alfatah.

b. Bagian Barisan Sabilillah dan Hizbullah

C.

1.

2.

3.

4.

K.H. Masjkur,
W. Wondoamiseno,
H. Hasjim,

Sulio Adikusumao.

Bagian Keuangan

1.

2.

3.

Mr. Raden Ahmad Kasmat,
Raden Prawiro Juwono,

H. Hamid.

d. Bagian Pemuda

1.

2.

Mohammad Mawardi,

Harsono Tjokroaminoto.

Anggota-anggota:
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1. K.H. Mohammad Dahlan,
2. H.M.F. Ma’ruf,

3. Junus Anis,

4. K.H. Fagih Usman,

5. K.H. Fatchurrachman,
6. Dr. Abu Hanifah,

7.  Mohammad Natsir,

8. S.M. Kartosuwirjo,

9. Anwar Tjokroaminoto,
10. Dr. Samsuddin,

11. Mr. Mohamad Roem.

Kedua badan dalam kepengurusan Masyumi memiliki tugas masing-masing.
Majelis Syuro bertugas menilai perjuangan partai dari sudut akidah Islam, sedangkan
pengurus besar bertugas menilai gerak dan perjuangan partai Masyumi dari sudut
politik. Umat Islam mengharapkan Masyumi bisa menjadi partai politik yang akan
memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui jalur-jalur demokrasi.* Umat Islam juga
menginginkan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih menjadi sebuah titik awal
untuk dapat melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam dengan senantiasa

* Wasul Nuri “Perseteruan Partai Masyumi Dengan Partai Komunis Indonesia 1945-1960"
(Skripsi: Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2008), p.43.
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melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan menjadi tujuan Masyumi
dalam Konggres Umat Islam.’

B. Visi Misi Partai Masyumi
Pergerakan Partai Masyumi di Indonesia dari tahun 1945-1960, merupakan
partai politik yang mempunyai tiga lapangan yaitu:

1. Memperluas pengetahuan dan percakapan umat Islam Indonesia dalam
perjuangan politik.

2. Memperkokoh barisan umat Islam untuk berjuang mempertahankan
agama, dan kedaulatan negara.

3. Melaksanakan kehidupan masyarakat berdasarkan Iman dan Tagwa yang
berkeperimanusiaan, persaudaraan dan persamaan hak menurut ajaran
Islam.®
Konsep dan pemikiran visi dan misi partai Masyumi, adalah menegakkan
Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Agama Islam, melaksanakan cita-cita
Islam dalam urusan kenegaraan, sedangkan dalam anggaran dasar anggaran rumah
tangga partai Masyumi yang tertuang dalam pasal 111 diungkapkan untuk :

1. Menginsafkan serta memperluas pengetahuan serta kecakapan umat Islam
Indonesia dalam perjuangan politik.

2. Menyusun dan memperkokoh barisan umat Islam untuk berjuang dan
mempertahankan agama dan kedaulatan negara.

3. Melaksanakan kehidupan rakyat berdasarkan iman dan tagwa, pri

kemanusiaan persaudaraan, dan persamaan hak menurut agama Islam.

® Artawijaya, Belajar Dari Partai Masjumi......, p. 25
® Ishak,Noor, Skripsi Pergerakan Partai Masyumi di Indonesia 1945-1960 (Jakarta : 2008),
p.50
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4. Bekerja sama dengan golongan lain dalam lapangan perjuangan
menegakkan kedaulatan negara.
Masyumi berkiprah untuk tersebarnya ideologi Islam dalam masyarakat

Indonesia, tanpa menghalang pihak lain yang juga memperkuat asas Ketuhanan Yang
Maha Esa, tentang politik luar negeri, hubungan serta kerja sama dengan umat Islam
lainnya di negeri lain harus ditingkatkan.

Pilihan Islam sebagai ideologi partai Masyumi adalah sejalan dengan latar
belakang pembentukan Masyumi. Karena cita-cita Islam sebagai Ideologi Masyumi
sudah tampak jelas, dalam rumusan tujuan yang pertama kali diputuskan dalam
kongres umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945, pada pasal Il
ayat |, yang berbunyi kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam, adalah
melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan ketatanegaraan. Dengan demikian,
menegakkan Islam tidak dapat dipisahkan dari Masyarakat, Negara dan
Kemerdekaan.’

C. Perkembangan Partai Masyumi

Dalam perkembangannya Partai Masyumi dapat dibagi menjadi beberapa
bagian diantaranya sebagai berikut:

1. Masyumi sebagai Pemersatu Umat

Perkembangan anggota Masyumi semakin pesat setelah bergabungnya
berbagai organisasi Islam yang bersifat local diantaranya: Nahdatul Ulama (NU) dan

Muhammadiyah Persatuan Umat Islam dan Perikatan Umat Islam. Kemudian disusul

” Noor, Skripsi Pergerakan Partdi, ........., p.52
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Persatuan Islam (Persis) di Bandung, Jami’ah Al-Wasliyah dan Al-Ittihadiyah di
Sumatera Utara pada tahun 1948, Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) di Aceh
pada tahun 1949, Al-Irsyad pada tahun 1950, Mathlaul Anwar di Banten dan
Nahdatul Wathan di Lombok. Bergabungnya organisasi-organisasi seperti Persatuan
Umat Islam, Perikatan Umat Islam, Persatuan Islam (Persis), Jami’ah Al-Wasliyah,
Al-Ittihadiyah, Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Al-Irsyad, Mathlaul Anwar
dan Nahdatul Wathan. Memberikan dampak besar dalam penambahan anggota
Masyumi, dan memperluas pengaruh pemahaman Islam ke seluruh pelosok nusantara.
Selain itu, ada juga organisasi Islam yang meleburkan diri ke dalam Masyumi,
misalnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang didirikan di Medan pada akhir
Nopember 1945. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) meleburkan diri ke Masyumi
pada 6 Februari 1946. Sejak saat itu berdirilah Masyumi di Sumatera Timur. Langkah
Partai Muslimin Indonesia juga diikuti oleh Majelis Islam Tinggi yang berpusat di
Bukit Tinggi. Begitu juga halnya dengan Serikat Muslimin Indonesia (SERMI) di
Kalimantan Selatan.?

Meskipun Partai Masyumi sudah didukung oleh berbagai organisasi
keislaman, tetapi Masyumi tidak berhenti. Artinya, Masyumi tetap melakukan usaha
untuk merekrut anggota, dengan cara mendirikan berbagai bentuk organisasi yang
bersifat otonom. Misalnya, mendirikan Serikat Tani Islam Indonesia (STII) pada
tangggal 26 Oktober 1946 di Yogyakarta. Pendirian Serikat Tani Islam Indonesia

dimaksudkan untuk merekrut anggota Masyumi dari kalangan petani. Selain Serikat

8 Jurnal THAQAFIYYAT, (Vol. 14, No. 1, 2013), p.93.
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Tani Islam Indonesia, Masyumi juga mendirikan perserikatan untuk buruh, yakni
Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) pada tanggal 27 Nopember 1947 di Solo.
Masyumi juga mendirikan Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII) pada tahun 1950-
an.

Partai Masyumi pada tahun 1949-1950 sudah mempunyai cabang dan anak
cabang hampir di seluruh Indonesia, bahkan cabang Masyumi sudah dibentuk di
Kepulauan Kai (Irian), yang ketika itu masih menjadi kawasan yang
dipersengketakan dengan Belanda. Tidak hanya cabang dan anak cabang yang sudah
dibentuk, tetapi ranting pun di tingkat desa sudah ada. Bahkan hampir setiap desa di
Jawa sudah memiliki ranting Masyumi. Sampai 31 Desember 1950 tercatat 237
cabang, 1080 anak cabang, 4982 ranting, dan anggotanya berjumlah lebih kurang
10.000.000 orang, sehingga Partai Masyumi menjadi partai politik terbesar di
Indonesia pada tahun 1950-1951. Posisi Masyumi sebagai partai terbesar, kemudian
bergeser setelah Nahdatul Ulama keluar dari Masyumi pada tahun 1952.°

2. Nahdatul Ulama keluar dari Masyumi

Keanggotaan Masyumi mengalami pengurangan, terutama setelah Nahdatul
Ulama (NU) keluar dari Masyumi pada 1952. Nahdatul Ulama keluar dari Masyumi
disebabkan karena kurang terakomodasinya keinginan dan kepentingan Nahdatul
Ulama dalam Masyumi. Hal ini bisa dilihat dari dua hal. Pertama, Nahdatul Ulama
sudah lama merasa tidak nyaman dalam Masyumi, terutama sejak Muktamar

Masyumi IV di Yogyakarta pada tanggal 15-18 Desember 1949. Ketidaknyamanan

® Jurnal THAQAFIYYAT,..., p.95.
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itu semakin terasa ketika muktamar memutuskan untuk merubah status Majelis Syuro
menjadi badan penasehat. Nahdatul Ulama merasa kedudukannya dalam Masyumi
sudah tidak begitu penting lagi dalam proses pengambilan keputusan dan
kebijaksanaan partai. Hal itu bisa dipahami karena selama ini orang-orang Nahdatul
Ulama hanya duduk dalam Majelis Syuro, sementara kedudukan wakil Nahdatul
Ulama dalam jajaran Pimpinan Partai Masyumi tidak terakomodir dan tidak seimbang
jika dibandingkan dengan golongan lainnya.™

Perubahan struktur Masyumi, terutama fungsi Majelis Syuro menimbulkan
kekecewaan di kalangan Nahdatul Ulama. Sebagaimana dikatakan Syaifuddin Zuhri,
perubahan struktur itu tidak mencerminkan demokrasi dalam sistem musyawarah,
karena kebijaksanaan partai lebih banyak menitikberatkan pada pertimbangan politik
dari pada fatwa Majelis Syuro. Ketimpangan struktur organisasi Masyumi dirasakan
tidak wajar, disamping kurang terwakilinya tokoh-tokoh Nahdatul Ulama di tingkat
pimpinan partai, suara Nahdatul Ulama pun sering tidak mendapat tempat dalam
keputusan-keputusan politik Masyumi. Kedua, tidak dipenuhinya tuntutan dari
kalangan Nahdatul Ulama agar kursi menteri agama diserahkan kepada mereka.
Penolakan terhadap tuntutan Nahdatul Ulama tersebut oleh Pimpinan Partai Masyumi

menjadi puncak dari kekecewaan Nahdatul Ulama terhadap Masyumi.**

10 Alfi Ma’rifah “Peranan K.H. Wachid Hasyim Dalam Partai Masyumi Tahun 1945-1952"
(Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Adab, Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017), p.48.

! Ma’rifah Peranan K.H. Wachid, ... p.50.
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Dalam rapat Nahdatul Ulama pada tanggal 5 April 1952 di Surabaya
diputuskan untuk mengeluarkan Nahdatul Ulama dari Masyumi. Keputusan Pengurus
Besar Nahdatul Ulama ini kemudian diperkuat Muktamar Nahdatul Ulama ke 19 di
Palembang pada 28 April — 1 Mei 1952. Keputusan itu diambil melalui voting dengan
61 suara setuju, 9 menolak dan 7 tidak hadir. Berdasarkan hasil voting itu, akhirnya
Muktamar Nahdatul Ulama ke 19 di Palembang memutuskan untuk keluar dari
Masyumi.*?

3. Masyumi dan Pemilu 1955

Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955, untuk memilih wakil rakyat di
Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Pemilihan calon anggota Dewan
Perakilan Rakyat dilaksanakan pada 29 September 1955, sementara untuk
Konstituante tanggal 15 Desember 1955. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai
besar yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdhatul Ulama (NU) dan
Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai Masyumi sendiri memperoleh suara
terbanyak, kedua setelah Partai Nasional Indonesia. Bahkan Masyumi merupakan
partai terbesar di antara partai Islam lainnya, dengan perolehan suara sebanyak
7.789.619 untuk Konstituante. Perolehan suara tersebut menempatkan anggota
Masyumi duduk dalam Konstituante sebanyak 112 orang dari 514 kursi yang
diperebutkan. Sementara itu, dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Masyumi memperoleh 7.903.886 suara, sehingga memperoleh 57 kursi, sama dengan

12 Jurnal THAQAFIYYAT,..., p.96.
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Partai Nasionl Indonesia dari 257 kursi yang diperebutkan. Perolehan suara Masyumi

berdasarkan daerah pemilihan dapat dilihat pada tabel berikut™*:

NO Daerah Pemilihan Suara yang Suara Keluar Kursi yg

Diperoleh Daerah sbg no. didapat
1 Jakarta Raya 200.460 26,0 1 2
2 Jawa Barat 1.844.442 26,4 1 3
3 Jawa Tengah 902.387 10,0 4 6
4 Jawa Timur 1.109.742 11,2 4 7
5 Sumatera Selatan 628.382 43,2 1 4
6 Sumatera Tengah 797.692 50,8 1 6
7 Sumatera Utara 789.910 36,9 1 6
8 Nusa Tenggara Barat 264.719 21,2 2 2
9 Nusa Tenggara Timur 157.972 21,2 2 1
10 Kalimantan Timur 44.347 25,7 1 -
11 Kalimantan Barat 155.173 33,2 1 1
12 | Sulawesi Utara/Tengah 189.199 25,0 1 1
13 Sulawesi 446.255 40,0 1 -

Selatan/Tenggara

14 Maluku 14 117.440 35,4 1 1
Jumlah 7.903.886 57

3 Jurnal THAQAFIYYAT,..., p.97
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Masyumi mengumpulkan suara terbanyak yakni 10 dari 14 daerah pemilihan
di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Masyumi merupakan partai yang
paling luas kawasan pengaruhnya di Nusantara, dibandingkan partai-partai lain. Partai
Nasional Indonesia hanya menang di dua tempat pemilihan, sementara Nahdhatul
Ulama menang di dua daerah pemilihan, bahkan Partai Komunis Indonesia tidak
memenangkan daerah pemilihan manapun. Kemenangan Masyumi di sepuluh tempat
pemilihan tidak menentukan jumlah kursi yang diperolehnya, karena pemilihan
umum di Indonesia saat itu menggunakan sistem pemilihan proporsional.**
4. Penghapusan Anggota Istimewa Masyumi
Meskipun Nahdhatul Ulama sudah keluar dari Masyumi, tetapi anggota
istimewa lainnya masih tetap bertahan sampai pada awal Demokrasi Terpimpin.
Seiring dengan perubahan situasi dan meningkatnya suhu politik pada pra dan pasca
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka di kalangan anggota istimewa muncul
pembicaraan tentang eksistensi anggota istimewa. Munculnya kesadaran di
kalangan anggota istimewa Masyumi tentang situasi politik berkembang begitu
cepat, terutama adanya peningkatan konflik antara Presiden Sukarno dengan
Pimpinan Masyumi. Peningkatan konflik tentang penghapusan anggota istimewa

menambah kecemasan dan kekhawatiran di kalangan anggota Masyumi.™

4 Jurnal THAQAFIYYAT,..., p.98.
> Artawijaya, Belajar Dari Partai Masjumi......p.98
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Anggota istimewa yang paling cemas akibat dari konflik penghapusan
anggota istimewa adalah Muhammadiyah. Hal ini bisa dipahami karena
Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang terbesar dan memiliki anggota
yang terbanyak di antara organisasi Persatuan Umat Islam, Perikatan Umat Islam,
Persatuan Islam, Jami’ah Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, Persatuan Ulama Seluruh
Aceh, Al-Irsyad, Mathlaul Anwar, Nahdatul Wathan, Partai Muslimin Indonesia, dan
Majelis Islam Tinggi. Oleh karena itu, Pimpinan Muhammadiyah mengangkat
pembicaraan mengenai keanggotaan Muhammadiyah dalam Masyumi, seperti dalam
sidang pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 25 Juni 1959 di Yogyakarta. Pada
siding pleno tersebut, status keanggotaan Muhammadiyah dalam Masyumi belum
diambil keputusan. Keputusan tentang nasib keanggotaan Muhammadiyah dalam
Masyumi diputuskan dalam sidang pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 15-
16 Agustus 1959 di Jakarta. Pada prinsipnya mereka setuju untuk melepaskan
Muhammadiyah dari keanggotaan istimewa. Meskipun demikian, mereka belum
sepakat kalau keputusan itu diambil secara sepihak.™

Serangkaian pembicaraan pun dilakukan, baik di antara anggota istimewa
maupun dengan Pimpinan Masyumi. Ketika Pimpinan Masyumi mengadakan rapat
dengan ketua-ketua anggota istimewa pada tanggal 29 Agustus 1959, hampir semua
ketua anggota istimewa setuju kalau keanggotaan istimewa dihapus. Meskipun
begitu, dalam rapat berikutnya pada tanggal 31 Agustus 1959 masih terdapat pro

kontra terhadap penghapusan anggota istimewa. Begitu juga halnya dalam rapat

16 Artawijaya, Belajar Dari Partai Masjumi,... p.101
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tanggal 4 September 1959. Kelompok yang setuju penghapusan angggota istimewa
adalah Muhammidiyah, Al-Irsyad, Persatuan Umat Islam dan Al-Ittihadiyah.
Sementara yang menolak adalah Persatuan Islam dan Aljamiah Al Wasliyah.
Menyikapi pro kontra, Pimpinan Masyumi yaitu Prawoto Mangkusasmito
memutuskan menerima penghapusan keanggotaan istimewa bagi anggota yang ingin
keluar dari Masyumi. Meskipun pada awalnya Persatuan Islam dan Al Wasliyah
menolak, tetapi akhirnya mereka setuju untuk menghapus anggota istimewa.
Pengumuman penghapusan anggota istimewa Masyumi dilakukan pada 8 September
1959. Sejak saat itu berakhirlah keanggotaan organisasi-organisasi Islam dalam
Masyumi. Sejak saat itu pula tidak ada lagi anggota istimewa dalam struktur
organisasi Masyumi."’

Penghapusan anggota istimewa didasarkan atas pertimbangan meningkatnya
konflik antara Pimpinan Partai Masyumi dengan Presiden Sukarno. Anggota
istimewa khawatir kalau konflik pimpinan Partai Masyumi dengan Presiden Sukarno
itu berimbas ke anggota istimewa, seperti adanya gangguan terhadap aktivitas
Masyumi di daerah-daerah. Untuk menghindari implikasi dari konflik pimpinan
Partai Masyumi dengan Presiden Sukarno, anggota istimewa mengambil sikap untuk
melepaskan diri dari Partai Masyumi. Penghapusan anggota istimewa berdampak
langsung tehadap keanggotaan Masyumi, sehingga anggotanya berkurang secara
drastis. Pengurangan anggota Masyumi tidak hanya terjadi pada masa Demokrasi

Terpimpin, tetapi pada masa transisi pun sudah terjadi pengurangan anggota

7 Jurnal THAQAFIYYAT,..., p.100
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Masyumi terutama setelah peristiwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
(PRRI).'

Meningkatnya aktifitas Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
membawa dampak negatif bagi Masyumi, terutama di daerah-daerah Tapanuli,
Sumatera Barat, Riau Daratan serta Sulawesi Utara dan Tengah. Bahkan Masyumi di
daerah itu dilarang melakukan aktifitas politik dengan keluarnya Peperpu /KSAD No.
Prt/Peperpu/028/ 1958 tanggal 5 September 1958 tentang larangan adanya organisasi
Partai Masyumi. Larangan tersebut berdampak pada keanggotaan Masyumi, sehingga
ketika diselenggarakan Muktamar Masyumi 1X pada 23-27 April 1959 di Yogyakarta
Pimpinan Partai Masyumi Prawoto Mangkusasmito tidak lagi mengundang Pimpinan
Masyumi di daerah Tapanuli, Sumatera Barat, Riau Daratan, Sulawesai Utara dan
Tengah. Dengan demikian, keanggotaan Masyumi berkurang secara drastis sejak
masa transisi sampai pada awal demokrasi terpimpin. Keberadaan anggota Masyumi
semakin terdesak dan tersudut, sampai akhirnya Partai Masyumi terpaksa

membubarkan diri pada tahun 1960."°

8 K.H. Firdaus A.N, Dosa-Dosa Politik "Orde Lama dan Orde Baru yang tidak boleh
berulang lagi di Era Reformasi”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), p.28.
19 Jurnal THAQAFIYYAT,..., p.102.



